
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat J] di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah cliubah beberapa kali

a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman serta perlind ungan masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu sinergitas dati berbagai pihak meliputi
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia,
Kejaksaan dan Pengadilan;

c. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Banjarmasin baik Aparatur Sipil Negara maupun Non
Aparatur Sipil Negara dan Anggota Satuan Perlindungan
Masyarakat, dapat diberikan perjalanan dinas khusus;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Mekanisme dan Biaya Jasa Tenaga
Keamanan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik
Indonesia, dan Dukungan Kejaksaan dan Pengadilan, Serta
Perjalanan Dinas Khusus di Lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Banjarmasin;
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terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubab
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);

5. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Aantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6205);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional(Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor53 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota;



Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsir Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara
Nasional Republik Indonesia Kota Banjarmasin.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRIadalah
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Banjarmasin.

5. Kejaksaan adalah Kejaksaan NegeriKota Banjarmasin.
6. Pengadilan adalah Pengadilan NegeriKota Banjarmasin.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Banjarmasin.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kasat Pol-PP

adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Menetapkan : PERATURANWALlKOTABANJARMASINTENTANGMEKANISME
DAN BIAYAJASA TENAGAKEAMANANTENTARANASIONAL
INDONESIADAN KEPOLISIANREPUBLIK INDONESIA, DAN
DUKUNGAN KEJAKSAAN, DAN PENGADILAN, SERTA
PERJALANANDINASKHUSUSDILINGKUNGANSATUANPOLISI
PAMONGPRAJAKOTABANJARMASIN.

MEMUTUSKAN:

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota BanjarmasinNomor 63);

12.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor66);

13.Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 57 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 57);



9. Aparatur SipilNegarayang selanjutnya disingkat ASNadalah Aparatur Sipil
Negaradi Satuan PolisiPamongPraja KotaBanjannasin.

10. PegawaiNonASNadalah tenaga perbantuan PolisiPamongPraja dan tenaga
administrasi di sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Banjannasin.

11. Anggota Satuan Linmas adalah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
Kecamatan dan Kelurahan di KotaBanjannasin

12. Jasa Tenaga Keamanan adalah dukunganjasa tenaga keamanan.
13. Belanja Makanan dan Minuman adalah belanja makanan dan minuman

kegiatan aktivitas di lapangan.
14. Perjalanan Dinas Khusus adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh

Aparatur Sipil Negara dan PegawaiNonAparatur Sipil Negara serta anggota
Satuan Perlindungan Masyarakat baik secara perorangan maupun secara
bersamaan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke
tempat kedudukannya yang semula di Lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja KotaBanjarmasin.

15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah peIjalanan dinas di dalam Kota
Banjannasin.

16. PeIjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan Dinas ke
luar KotaBanjarmasin di wilayah ProvinsiKalimantan Selatan.

17. PeIjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsiadalah Perjalanan Dinas ke luar
wilayah ProvinsiKalimantan Selatan.

18. Biaya Jasa Tenaga Keamanan adalah biaya dalam bentuk lumpsum bagi
anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia
Kejaksaan dan Pengadilan.

19. Biaya Makan dan Minum adalah biaya untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan dalam bentuk makanan dan minuman aktivitas lapangan bagi
anggota TNI,POLRI,Kejaksaan dan Pengadilan.

20. Biaya Perjalanan Dinas Khusus adalah biaya dalam bentuk uang
hariarr/transportasi lokalyang diberikan secara lumpsum.

21. Penugasan Khusus adalah penugasan tambahan anggota Satuan Polisi
Pamong Praja secara khusus sebagai Satuan Tugas Polisi Pamong Praja
Pembina Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan di
wilayah Kota Banjarmasin yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat
Keputusan KepalaSatuan PolisiPamongPraja KotaBanjarmasin.

22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SFTadalah naskah dinas
sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk
melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan
pembiayaan.

23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan
perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil
Negaradi Lingkungan Satuan PolisiPamongPraja KotaBanjarmasin.

24. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah orang yang ditugaskan untuk
melaksanakan perjalanan dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
KotaBanjarmasin.

25. Dokumen Pertanggungjawaban adalah kelengkapan berkas pelaksanaan
kegiatan.

26. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin yang
ditetapkan dengan peraturan Daerah.



(1) Setiap pelaksanaan tugas bagi TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan
ditandatangani oleh atasan masing-masing unit kerja.

Pasa1S

Paragraf2
Surat Perintah Tugas

(1) Setiap pelaksanaan tugas bagi TNI, POLRI,Kejaksaan dan Pengadilan harus
mendapat persetujuan atau perintah dari atasan masing-masing unit kerja
berdasarkan permintaan dukungan personil dari Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja maupun permintaan dari masing - masing unit kerja.

(2) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas bagi ASNdan Non ASNharus mendapat
persetujuan atau perintah oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal4

Paragraf 1
Persetujuan

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Khusus

Jasa tenaga keamanan TNI, POLRI, dan dukungan Kejaksaan serta Pengadilan
berupa bantuan personil untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi
Pamong Praja.

Pasal3

Bagian Kesatu
Jasa Tenaga Keamanan TNI, POLRIdan dukungan Kejaksaan serta Pengadilan

BABIII
MEKANISMEJASATENAGAKEAMANANTNI, POLRIDANDUKUNGAN
KEJAKSAAN,PENGADILANSERTAPERJALANANDINASKHUSUSDI

LINGKUNGANSATUANPOLISIPAMONGPRAJA

(1) Peraturan WaHKota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan
jasa tenaga keamanan SATPOL-PP,TNI, POLRI, dan dukungan Kejaksaan,
Pengadilan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja.

(2) Tujuan pengaturan jasa tenaga keamanan TNI, POLRI dan dukungan
Kejaksaan, Pengadilan serta Perjalanan Dinas Khusus di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja untuk membantu dan melaksanakan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Pasal2

BAB II
MAKSUD DANTUJUAN



(1) ASN dan Pegawai Non ASN serta Anggota Satuan Linmas yang melaksanakan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan uang harianytransportasi lokal
sebesar Rp.l00.000,OO (seratus ribu rupiah).

Pasal9

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Khusus

Anggota TNI, POLRI, dan Kejaksaan serta Pengadilan dapat diberikan biaya jasa
sebesar Rp.l00.000,OO (seratus ribu rupiah) /orang/hari/kegiatan yang
dibayarkan melalui perwakilarr/koordinator masing-masing in stan si dengan
melampirkan dokumen pertanggungjawaban.

Pasal8

Bagian Kesatu
Biaya Jasa Tenaga Keamanan TNI, POLRI, dan Dukungan Kejaksaan dan

Pengadilan

BABIV
BIAYAJASA TENAGAKEAMANANTNI, POLRI DANDUKUNGANKEJAKSAAN,
PENGADILANSERTA PERJALANANDINAS KHUSUS DI LINGKUNGANSATUAN

POLISI PAMONGPRAJA

Setiap pelaksanaan kegiatan bagi TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat
diberikan makanan dan minuman aktivitas lapangan berdasarkan standar biaya
yang berlaku.

Pasal7

Bagian Ketiga
Makanan dan Minuman Kegiatan

a. ASN dan Non ASN dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja; dan

b. Surat Perjalanan Dinas dapat dibuat atas nama perwakilan (koordinator)
dengan dilampiri nama-nama pengikutnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (2), dalam melakukan perjalanan dinas diberikan Surat Perjalanan
Dinas dari Pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

Pasal6

Paragraf3
Surat Perjalanan Dinas

(2) Setiap pelaksanaan tugas bagi ASN dan Pegawai Non ASN serta Anggota
Satuan Perlindungan Masyarakat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
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IKHS

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 1 overrbe r 2CtlJ
SEKRETARlSDA H KOTABANJARMASIN,

TBNUSINA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ::5 .l,OVc.mOcI' 20ZJ
WALlKOTABANJARMASIN,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mekanisme Perjalanan Dinas Dalam
Daerah Khusus Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

(2) ASNdapat diberikan uang hariarr/ transportasi lokal sebagairoana dimaksud
pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilaksanakan di luar hari kerja; atau
b. dilaksanakan pada hari kerja di luar jam kerja.

(3) ASN yang melaksanakan Penugasan Khusus dapat diberikan uang hariarr/
transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


